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PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG SAHAM DI PASAR MODAL
MELALUI PENGEMBARNGAMN CORPORATE GOVERNANCE

Oleh
Tito Sofyan

SUMMARY

The purpose of this research is to discuss the problem o
investor to get a legal protection, and to discuss the probler
investor in security markptomriade ds/e@al cdettadmarbndang
Nomor 8 Tahun 1989% pesaa Maodalthermore, this research also ti
to analyze the law conception problem that can be develope
protection for the rights of investors in security market in the f
contribute to the developmealanetiaw in In

The consept that can be developed to increase the protect
is to make UUPM give stronger legal framework in the futul
regulation of the protection of investor s right and maximize t/f
information porbgie company and for company that have not go |
as the guarantee of certainty of law that is maé&ade & dgdinvestol
Corporate Governance refer to the prdacipédeat eCildr200PM
norm

A.PENDAHULUAN

Hingga sapatmneirapan sistem tata kelola perusadaén yang b
Corporate Goveprmenepakan hal yang sangat penting dan masih
fokus utama dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia t
rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berbagai upbygm delaksanakan dalam menunjang pelaksana
kelola yang baik. OQomgearmissessi di lridpoyate goverwgace
banyak terbentuk, pada tahun 1999 Pemerintah membentuk
Kebijak&wrporate Gove(HKEG). Pada é&NovO®BOH Komite ini
berubah menjadi Komite Nasid@vale Kednlgarkama lingkup tugas
nya lebih luas tidak hanya memdpaearkaficiesle&knor korporasi
tetapi juga di sektor pemodal.

!Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S., Staf Pengajar paideerBatksitas Huk
Bengkulu

Tim Studi, Studi Penerapransi®PBEd2004 Dalam Peraturan
Bapepam Men@Genmaorate Goverrmaopwartemen Keuangan Republik Indones
Badan Pengawas Pasar Modal dan LembabalK&6angan, 2006
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Komite ini memiliki fungsi untuk memprekataisa kehglemba
yang baik sekaligus memantau perbaikan tata kelola perusaha
Bapepdm sebagai regulator di Pasar Modal juga memiliki tan
untuk memprakarsai dan memantau pengembangan tata kelola \
karena itu hisegpgaini Bapleamga turut aktif dalam keanggota
Komite.

Sebagai acuan praktik sistem tata kelola yang-baik Komit
ngacu pada prinsip yang ditemgatksaatde Wor Ecopematiado
and Develop@é&m¥Dyang merupakan salah satu lembaga yang me
peranan penting dalam peGgemdb@oganbanrkeuntuk pemerin
tah maupun dunia usaha. PREtG@Mmankaluarkan -prinsip
Corporate Govegradacdei 1999 dan telah diravixesgadreebula
2004. PrinsipChaparate Goveraagckikeluadtké&nmpada tahun
2004 mencakup:

a. Memastikan kerangka pecpembraarga@ovegrarag edektif;

b. Hak Pemegang Saham dan Fungsi Utama Kepemilikan Saha
Perlakuan yang sama terhadapabPameg
. Peran&dnakeho/dara@orporate Governance

. Keterbukaan dan Transparasi;

- ® a o

Tanggung Jawab Dewan (Komis&ris dan Direksi).
Penerapan tata kelola perusahaan ini tidak hanya dipert
dunia usaha secara umum tetapi jugangatagankimgsbagi pe
ngembangan industri Pasar Modal. Sebagai regulalad¢ Pasar Mo
memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan menetay
peraturdlmmun demikian praktik internaSdoopatadiebiG@angrnance
teruberkembang demikian pesat sehingga menuntut dilakukann:
terhadap ketentuan dan peraturan dibidang Pasar Modal yang
terutama UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Prinsdqprinsip tersebut menjadi acuan dalam demg&majian baik
teoritis maupun prakteknya khususnya di Pasar Modal. Pengka
untuk melihat sejauh mana ketentuan dan peraturan di Bidan

dapat secara berkelanjutan membEorpamadcer@owvamnance

d/bighal. 92.
4Bz;i)epamK, Annual Report 2011.
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B.PERUMUSAN MASALAH

Dengan demikian, permasalahan yang akan dibahas di dal
initulisaimi dapat dirumuskan sebags:dmipaniksigdjauh manakah
prinsppinsi@ood Corporate Godeterapkan dalam kegiatan pasal

modal oleh otoritas pasar modal ?

CMETODE PENELITIAN

Penelitian hukiumerupakan penelitian §anmg aliafrts nfyad
di dalagmenelitian ini hanya menggunakan data sekunder, yang
disebut bahan gakgmbersibamapifeskriptif. -Baham hukum
bersifat ndypmasikriptif digunakan terutama untuk mengkaji perm;
an hukum yang terkait dengan substansi hukum positifnya seca
hanya terhadap-nmomaa tetapi juegesaasasan -millai yang

terkandung di dalamnya)

A.PEMBAHASAN
1.DefnisiCorporate Governance
IstilaGiorporate Govendmgprtedidefinisikan dari berbagai dis
ilmu (Turnbull, 2000); misalnya hukum, phisikologi; ekonomi,
uangan, akuntansi, filsafat bahkan dalamOdedipkareinmuitagama.
seringkali kita melihat beberapa pak@orpveradenosikmamance
secara eksplisit berbeda. Adapun Cebpoapse deoivasmag c e
dapat dihimpun dari berbagai sumber antara lain sebagai beriku
a. Sir Adrian G&dblay Corporate GoverndViee d- Bami,
2000nenjelaskanporate Goveamiaaxrae berikut:

"Corporate Governance [s concerned with holding tf
between economic and socral goals and between individual
goals. The Cerpboaernance framework s there to encoura
efficient use of resources and equally to require accouni
stewardship of those resources. The aim is to align as near
interests of individuals, corporafejes aasach satimBnekankan
bahwaCorporate Govenmarmupeakan keseimbangan antara tuju
ekonomi dan tujuan sosial serta tujuan individu dan tujuan
samping itu juga menekankan akuntabilitas dalam pengel
sumber daya yang mempeehatiukba kepentingan, baik indivic
perusahaan, dan masyarakat.

*Cadbury, Sir AGtiaa/ Corporate Governataeeld Graudi,0 .
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b. Shann Turnbull (2000) m€Eondedraife k@avereang i
berikut:

Corporate Governance describes all the the influences
institutional processes intdodapgoithoisig the controllers and/
regulators, involved in organizing the production and sale
servicesTurnbull lebih menekankan bagaimana melakukan t
dalam sebuah organisasi dengan memieskttoatikyaamg faktor
mempengakelpiada proses organisasi dalam rangka menghas
menjual barang atau jasa. Disamping itu, Turnbull juga berp
penunjukkaantrol/feasregul/atomserupakan juga substansi pentin
dalam memba@god Corporate Gdvernance

c.Achmad Syakhroza (2002) mEeompefrateikd@&overnance
secara lebih gamblang, mudah dan jelas dimana ia mengatakan

&.. Corporate Govedabalcesuatu sistim yaBgparigpakai
untuk mengarahkan dan mengendalikan gé&pBtarimgengawasi
controlling, and supemgsiohgan sumber daya organisasi se
efisien, efektif, ekonomis, daB3Pdedhyglnf priprsnsip
transparan, accountable, responsible, indep@&ARIFt, dan faril
dalam rangka mencapagamuijs@aPiabam makalahnya, Syakhroza
mengatakan secara teg@erpbeivwaGovetrenranrcie dari 6
(enam) elemen yaitu:

1) Fokus kepaaard.

2)Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dar
kan.

3)Pengelolaan sumber dayia seraqgparmiskafisien, Efektif, Ekonom
dan Produktif (E3P).

4) Transparan, Accountable, Responsible, Independent, D
(TARIF).

5) Tujuan organisasi.

6) Strategic control

d.Definisiorporate Govesesdunaeé dengan Surat Keputusa
Menteri BUMN -Nld7KBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang pen
praktik GCG pada BUMN adalah:

&.Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh orq
untuk meningkatkan keberhasilan usahpedasah&antgbnatas
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
memperhatikan kepernaihag/mam/bbeénnya, berlandaskan peraturar
perundangan danlailaiika

®*Tunbull, Shaturporate Govermaoies, Thades and Pawadig

GouvrmanceRevulatenatiolka&2000Noll,No.1, pp431l
"AkhmaSlyakhroz®&est Practice Corporate d@bamariKaméek Lokal
Perbankan Inddmsadfiawdo.06 Th. XXXIl Juni 2003.
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Definisi ini menekankan pada keberhasilan wasiaha denga
kan akuntabilitas yang Ipadanpearssktaman perundangahadan nilai
etika serta mempeshakellaonganyg tujuan jangka panjangnya adal,

untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

e.Organization of Ecoapearvigti@amd Developenh@D
mendefiniskamworate Govermtaara berikut:

&.. Corporate Governance Is the system by which
corporasi@ame directed and daretrOdlrpb.rate Governance Struc
ture specifies the distribution of the right and responsibilitie
participants in the corporation, such as the board, manager
and other stakeholders, and spells out the rules and procea
decisions on coapfarase By doing this, it also provides this
through which the company objectives are set, and the mea
those objectives and monitorifg performance

OECDnhelihaCorporate Govesedbragai suatu sistem dimana
sebuah perusahaanrentitas bisnis diarahkan dan diawasi. Seje
itu, maka struktardarate Govenmpaprlaskan distrhiaksdamk
tanggungjawab darimasisingpihak yang terlibat dalam sebuah |
yaitu antara lain Dewan Kbimé&aijsMbarajer, Pemegang saham, s
pihakihak lain yang terkasitakedwddedelanjutnya, struktur dari
Corporate Govdumanoeenjelaskan bagaimana aturan dan prosedl
pengambilan dan pemutusan kebijakan sehlikeggadtu esregamamelak
maka tujuan perusahaan dan pemantauan Kkinerjanya dapat d

jawabkan dan dilakukan dengan baik.

2.PrinsiBrinsi@ECR2004 MengelB@irporate Governance
PrinsppinsiPECRO004 mengew@iorate govefinamaenjadi

acuan masyarakat internasional daladwrpengeen Gawvganance

namunOECDmenjelaskan tidak satu model p€Eoageoraaemgan

Governayaag cocok untuk semua negarsngnasigiara memiliki

karakteristik yang berbetda.c ®Gretlah asdalah perbedaan sistem Yy«

digunakan dalam perusahaan. Beberapa negaratimenggsheakan

dimana pengawas perusahaBmardidabupengurus perusahaan

5Tim Studd,,cit.
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disebwWey ExecutiBesnentara itu banyak juga negaranyang meng:
two tier sysliemana pengawasan perusahaan dbakawkar oleh
Commisonkan pengurusan perusahaan dilwkakanQdoédh
karena itu, penerjemahan yang dilakukan dalam penelitian ini
sistem dimana Indonesia mremog gemakipssemingga i Bolatd
dalamWEC®Hiartikan sebagai Dewan Koieigakkecdaebkagai
Direksi

Secara umum terdapat erCaanpprareipGovetalameePrin
Siprinsi@PECLR2004 mengerwgiorate govermnaecwapinsip ini
menjelaskahathalang mencakup, kerahayla raasa6G o v e fraaki c e
pemegang saham, kesetaraan perlakuan pemegafagesaham, p
holderketerbukaan dan transparansi, serta tanggung jawab dev

Prinsppinsip teradhltdah sebagai berikut :

PrinsipMenjamin Kerangk@obmmsraarte Goveyamgckefektif

PrinsipDECIhi menekankan plaalaumatbk memastikan bahwa
dasar atau basis bagi pengemba@gamoierangkaeyaagce
efektBfecara umum prinsip | menyaCakaork ad vGo vdvanarsc e
dapat mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efisier
perundangan dan peraturan yang berlaku, dan dapat dengan je
fungsi dan tanggungjawatoivasritasg memiliki pengaturan, pengt
wasan, dan penegakan hukum

Dalam rangka memastikan terciptavyaorkéeaGpwaernance
yang efektif diperlukan kerangka hukum yang efektif. Selanju
dan kelembagaan yang ada juga hamurs slepat memga dalam
menjalankan kegiatanny@.oKeaenigk&ovanandrviagsanya mengan
dung unsusur perundmda@yngan, peraturan pelaksana, peraturar
yang disusun berdasarkaa/Repu/artokpmitrkeomitmen antar
pihak yamsgpdhikati, dan paktik bisnis yang lazim di suatu negara
Selanjutnya, -unrssuur tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaa
negara terkait dengan sejarah dan budaya negara tersebut. C
kerangkarporate Govanmnaraganjuga akan memerlukan penyesuai:

berdasarkan keadaan dan latar belakang negara yang bersangkt
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PrinsBp Hathak Pemegang Saham damgBunRemnting Kepemilikan
Saham
Prinsiporporate Goveyaagcke duaOdafCipPada dasarnya

mengatur mengenrnemk HRdkmegang Saham -famgs$unigspemilikan

saham. Hal ini terutama mengingat pemodal saham- terutama

usahaan publik, medsmakkkhhuslus seperti saham tersebut dapat

dijual ataupurmrsfeitraemegang saham terselkuiatag ak dertu

ngan perusadesdeesar porsi kepemilikannya. Selain itu kepemilika

saham mempunyai hak atas semua informasi perusahaan dan r

untuk mempengaruhi jalannya perusahadmume IR éur e Rampat

Saham (RUPS).

Secara rinci pmmesigpatur-thalk pemegang saham sebagaimane

dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

a.Halhak dasar pemegangepahimeamperoleh cara pendaftaran yant
aman atas kepemidikgerahkan atau kaengahidamemperoleh
informasi yang relevan atau material tentang perusahaan sect
tepat walbterrpartisipasi dan memberikan hak suara dalam rapg
pemegang sahmemilih dan mengganti anggota pengurus;
memperoleh hak atasumagnagatk perusahaan.

b.Pemegang saham harus memiliki hak untuk berpartisipasi dal
kan informasi yang cukup akey kteuswtusamtang pgeubahan
ubahan penting perusahaan

c.Pemegang saham harus memiliki kesempatanseaduk berpart
efektif dan memberikan hak suara dalam RUPS dan harus dibe
tentang atatanannya, termasuk tatacara pemungutan suara, ye
atur penyelenggaraan RUPS. Pemegang saham harus dapat
hak suara secara langeoagamaadsentdan harus dianggap
memiliki kekuatan yang sama, baik dilakukan dengan kehadi
kehadiran pemegang saham yang bersangkutan.

d.Struktur dan komposisi permodalan yang memungkinkan pem
tertentu untuk memperolpéngiengkalian yang tidak proporsion
dengan kepemilikan sahamnya harus diungkapkan.

e.Pengalihan pengendalian perusahaan harus diperbolehkan

secara efisien dan transparapeyatuganeld@uti prosedur tentang
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pengambilalpbagendaliamspbhaan di Pasar Modal, dan transaksi
biasa, seperti merger dan penjualan asset perusahaan dala
substansial, harus diatur secara jelas dan diungkapkan sel
mengetahui-hbhkk dan pipiHEmannya. Tramesmeskeskisi harus
dilakukan pada harga yang transparan-sqgamad eynegeg ve§ jarrat
yang melindunghakhakeluruh pemegang saham sesuai der
klasifikasiKebijakan aake oveidak boleh digunakan untuk
melindungi -pfeame&n dan pengurus kewvaajiban melakukan
pertanggjyawaban.

f.Pelaksanaahatkaktas kepemihikasrelok&sth pemegang-saham, ter

masuk pemodal kelembagaan, harus difasilitasi.

PrinsifP&rlakuan yang sama terhadap Pemegang Saham

Pada prinsBpike ditekanKHanypepersamaan perlakuan kepad
seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas
saham asing. Primemnekainkan pentingnya kepercayaan pemodal ¢
Modal. Untuk itu industri Pasar Modal harus dapat melindungi
lakuan yang tidak benar yang mungkin dilakukan oleh manajer,
dewan direksi atau pemegang saham utama perusahaan.

Pada praktpkenwagang saham utama perusahaan mempunyai
patan yang lebih banyak untuk memberikakemeéaigsar wpera dalam
sional perusahaan. Dari praktik ini, seringkali transaksi yang t
manfaat hanya kepada pemegang saham utama atau bahkan unt
direksi dan komisaris.

Dari kemungkinan terjadinglmaupgamg dapat meregikan kep
tingan pemodal, baik lokal maupun asing, maka prinsip ini me
untuk melindungi pemodal, perlu suatu informasi yang jelas mi«
pemegang saham. Seperti hak untuk memesan saham terlebih
pemegang saham utamanuthdisekamesuatu ke putisaca he htaek
untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi
hak pemegang saham tersebut.

Prinsip ini terbagi atas 3 sub prinsip utama, yaitu :
a.Pertama adalah mengenai kesamaan perdglongnsahtara pem

dalam kelas saham yang sama.
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b.Bagian kedua prinsip 3 ini berbicara mengenai larangan trans
(/insider traddiap perdagangan tutup sendiri yang merugikan
(abusive self YeBlAangak ne@ACadBudah mempunyai peraturan
perundanmgdangan berkenaan dengan larangan dua transaksi d
masih menjadi masalah adalah penegakkan hukum yang belu
pelanggaran ketentuan yang ada. Oleh sebab itu, pemerintat
memberikahageannya terdapat penegakan hukum kh-ususnya un
aksi di atas.

c.Bagian terakhir dari pinsip 3 adalah kewajiban dari komisa
manajemen kunci untuk mengungkapkan kepentingannya Kke
komisaris jika baik langsung mawmgn atiadla katl@asignama pihak
ketiga mempunyai kepentingan yang material dalam suatu ti
suatu hal yang mempengaruhi perusahaan. Peungkapan kep
pihak di atas kepada dewan komisaris juga harus-diikuti den
sertaan pdrakpdi dalam pengambilan keputusan yang berkaita

transaksi yang memuat kepentingan mereka tersebut.

PrinsdiPerandnakeho/dara@orporate Governance
PrinsipECH (keempat) membahas mengeBSdaakiwddaman
dala@orpor&tevernance SE€@)r.a umpumsip ini menyatakan bahwa:

&.. Keranglorporate Goverhane® mengakui hak
stakehol/deavg dicakup oleh penmdadgag atau perjanjian
(mutual agreemreanmts)nendukung secara aktif kerjasama al
perusahaamstakeho/detam menciptakan kesejahteraan, peker
dan pertumbuhan yang bekesfaasraumgafdseas) kondisi
keuangan perusahaan yang dapat diandalkan

Pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: pa
kepentingataklehoydeeperti pemodal, karyawan, kreditur dan pe
memiliki sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumbg¢
miliki o$ehkehot@desebut harus dialokasikan secara efektif untul
katkan efisiensi dan kompetigilgerjusmgkeamanjang. Alokasi yan
efektif dapat dilakukan dengan cara memelihara dan mengoptim
parastakeho/dengan perusahaan. Hal tersebut dapat tercapai
penerapan ker@ogkarate Govaralamcegengelolaan perusahaan yai

dengan adanya jaminan dari perusahaan tentang perlindungan k
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pemangku kepentingan baik medwmidampgaondaogun pernjanjian.

Prinss/Keterbukaan dan Transparansi

Pada prinsip ike ditegaskan bahwa ker&wgkarderja
Governahaeus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang t
dan akurat dilakukan atas semua hal yang material -berkaitan d
an, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepem
kelola perusahaan.

Dalam rangklinpengan kepada pemegang saham, perusaha
kewajiban untuk melakukan Késeftdbukadamrs (nformasi -atau per
kembangan yang material baik secara periodik maupun sec
Pengalaman di egpa& yang mempunyai Pasar aMoflal yang
menunjukkan bahwa keterbukaan menjadi alat yang efektif |
mempengaruhi perilaku perusahaan dan perlindungan pemodal.
kuat di Pasar Modal dengan sendirinya akan menarik pemodal
kan modalnya.

Namun demikiaswarmdan mengenai pengungkapan keterbu
yang dimintaaegehadoharapkan tidak akan mensanglkaem
bebani perusahaan, atau membahayakan kepentingan perus
dengan posisi dalam persaingan. Untuk menentwkamabiatasan mji
yang haru@d/dd/goskeonsep materialitas perlu diterapkan. Informas
dapat didefinisikan sebagai informasi yang apabiteagidak disaj
tersebut akan dapat mempengaruhi keputusan ekonomis ba
informasi. Dahngkarmemelihara hubungan dengan pemodal dan
pasar, perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip perla

(equitable trepamentinformasi yang diperoleh setiap pemegang s

Prinsgpranggung Jawab Dewan Komisiaris dan Direks

Prinsip GC@#A&Wang terakhienéke) berkaitan dengan tang
gungjawab dewan komisaris dan direksi perusahaan- Dalam pri
kan bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mema
strategis perusahaan, moriftoktinfgtgmamagdap manajemen oleh dew:

serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang s
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Berkaitan dengan adanya dua macam struktur pengawasan
laan perusahaan di anta®& GQOyaideo tier bogkadsnitary
boargrinsip ini secara umum dapat diterapkan baik pada pert
memisahkan fungsi dewan komisaris sedragacyréend adymeec (or
dan dewan direksi sebagai penguewx®cueruas adijgamagupun
pada perusahaan yang menyatukpaowastdean pengurus perusahaa
dalam satu dewan.

Menurut prinsip ini, tanggung jawab dewan yang utama a
nitor kinerja manajerial dan mencapairigngkman g brad nbaad ki (
bagi pemegang saham. Di laigugidhakadesvamahcdaimbulnya
benturan kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentin
haan.

Agar dewan dapat menjalankan tanggung jawab tersebut s
maka dewan perlu dapat melakukan penilaian yang obyektif d
Selain itu, tangwamglaiam yang tidak kalah penting yaitu mem
bahwa perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukun
terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha,-ggerburuhan,
hidup. Dewan perlu memiliki akuntahisiahaaterdhadgpemegang
saham serta bertindak yang terbaik untuk kepentingan merek
diharapkan bertindak secara adil kepada pemakEk/iaekepentinga
lainnya, seperti kepada karyawan, kreditur, pelanggan, pemaso

sekitagrpsahdan.

3.Penerapan Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Pasar
UndanAgndang Nomor 8 Tahtuenth®d@gs Pasar Modal (UUPM)
mengatadanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Pena
(/POgtau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai Peru
untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya,
keuangan, manajemen, produksihamaypmug Mmalkaitan dengan
kegiatan usahanya kepada masyaraslkedtutl mfemmasiydeérarti yang

sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan u

Tito Sofy#®rerlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perd.
Saham di Pasar, Modearltasi DloktoHukum, Universitas Brawijaya, Mala
2@ 3 hal. 33838.
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investasi. Oleh karendJURBMiddabammengenai adanya ketentuan ya
mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan mem
efenya ddspr sekunder umenmkulmePrinsip Keterbukaan. Kegagalan
kewajiban tersebut mengakibatkan Pihak yang melakukan ata
dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian
pemegang samasy@ragkaan dapat dituntnet piedeena apabila
ternyata terkandung unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan
dalamdUPMiatur pula kewawlgman yang melingKithmik Pyanag
berkaitan dengan Penawaran Umum seperti Penjamin Emisi |
Konsultan HuKwotaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk n
kewajibleewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengal
berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kega:
kewajiban yang ada bérdBMatkasmebut

Di dalamPMUini juga diatur tentang adanya sistem perdag
pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjam|
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dapat menje
masimgasing dan perdagangan dapat dilakukanwajacardater
efisien. Selanjutnya, agar kegiatan di Pasar Modal dapat berja
kan secara teratur dan wajar, dan efisien serta masyarakat
terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan denge
ada dmamUUPMmaka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenal
melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam UUP
tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyi
pelaksanaannya didasarkan paéa &Kdnagb Howrklfblaeaga Pidana.

Pendekatan yang ditempuh oleh UUPM di dalam mengatur
secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Pendel
an Dan Pendekatan Aktititas . Pendekatan Keleyphaghan di da
UUPM terasa sanga&tb&kgat,contoh: Bapepam adalah lembaga pet
Pasar Modal, Bursa Efek sebagai lembaga penyelenggara p
Lembaga Kliring dan penjaminan serta Lembaga Penyimpanan d
bertindak sebagai lembaga yang menyelesagkban kebpsattiai bursa
an lembdgmbaga lainnya seperti Lembaga penunjang pasar N

profesi penunjang pasar Modal. Sementara Pendekatan Aktifitas
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pas#lasal di dalam UUPM ini yang memuat aktifitas dari se
sebagaimana tkasedudfas.

Disamping kedua pendekatan diatas, sistematika penyust
undang tentang pasar Modal ini tidak melepaskan diri dari pert
aspek fundamental yang biasa dianut dalam peunldaatgan suatu |
yaitu bahwa uvanddaggersebut setidaknya memuat ketentuan
ketentuan pokok berupa landasan filosofis, yuridis, -sosiologis,
nuhan unsur filosofis tertuang dalam Konsiderans Menimbang
kan, bahwa Pasar Modal mempunyai peradiamlgamngestrategis
bangunan nasional untuk terciptanya suatu masyarakat adil
berdasarkan pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Dari segi yuridis
ini secara eksklusif hanya maspeakuryangpelkerkaitan dengan
kelembagaan dan aktgfib@skgitan dengan Pasar Modal, akan t
semua keterktateamtuan yang tertuang di dalamnya selalu di s
dengan ketentuan p-andrachagragh lainnya.

Sementara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat dari
pihak yang diatpasaedlakal dari UUPM ini yang mencakup seluruh
pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan
aktifitas kemaslatan dan perusahaan publik. Kemudian, apabila
dengan kondisi sekarang dimana Indlurediad (beshkardang me
masuki era globalisasi, maka keberadaan UUPM ini mempunyai
cukup strategis, yaitu menciptakan landasan yang kokoh agar |
lebih siap dan mantap untuk menciptakan suatu pasar Modal vy
kometitif untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasion

dicapai.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan c

Pemegang salkkam d@herupakan salah satu unsur dala

'bYewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah RUU N
1995 tentang Pasar Modal
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Modal yang sangat penting, tanpa adanya jumlah pe
fungsi pasar modal tidak akan berkembang dan dur
Pemodal juga merupa&ars ssatehe hdidanspismke hol/deas
lainnya, yaitu emiten, direksi, komisaris, pegawai ¢
bersamama dengan emiten, pemodal merupakan pi
modal bagi perusahaan emiten. Mengingat pentingn)
modal, maka mterekasuk pihak yang perlu mendapatl
hukum vyang adil dan seimbang dengan emiten
kedudukan pemodal seringkali berada tddh&kms @tesis i
proporsional.

Undardgndang Nomor 8 Tahun 1995 tentarfl URPd
yang berlaku saat ini telah mengahald ma&mgatsangladl
dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu-PibwhkijidahamP
Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbuk
ketentuan yang mengatur nhatagan pleepiada masyare
Namun demikian, karena UUPM telah a-¢ainssddpeimar
governameadasarkemCR2004 dikembangkan, perlu kir.
perubahan terhadap -ketentuan UUPN WBRMr ke deppnr
dijadikdemga/ frame ywav lebih kuat dalam mengatu
hukumerhadap-thakk pemodal dan transparansi inform
bagi perusaheararsahaan yang akan maygpoab/liebaba
jaminan adanya kepastian hukum yang dibdailhkdan
Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (
ini telah mengatur memaglayawmfpadangat penting dalam
Modal, yaitu kewajibPamaRildediam suatu Penawaran
memenuhi Prinsip Hptetdrukama kekenenmdanan yang m

tentang perlindungan kepada masyarakat umum.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitiamyapamkidis dRyeersid
bersama DPR sebagai pembeurntd&nd nagalg segera |
perubah@anhaddpdardgndang Nomor 8 Tahun 1995 tent

untuk disesuaikan pderspainsigorporate govebradasar

created with
V .0 PDF
N  nitro

professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional



15

OECR004, karena YamRyMdiundangkan pada tedlanh %
sebelum perpmenpiporporate govermardeesark@k C D200 ¢
dikembangkagi dunia usaha. Oleh parbmnmakiranya di
perubahan terhadap -ketentuan UUPN WbRMr ke deppr
dijadikdmga/ frame wywavk lebih kuat dalam mengatu
hukumerhadap-thak pemodal dan transparansi inform
bagi perusaferarsahaan yang akan maygppabliebaba
jaminan adanya kepastiandhbkuuhkeamgemodal.
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